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ABSTRAK

FADLAN, NPM 12730052 Pengisian Jabatan Pimpinan Tioggi (JPT)
Pratama Dalam Perspekfif Pertanggungjawaban Kinerja Aparatur Sipil
Negara (ASN) di Pemerintahan Kota Batam, di bawah bimbingan dan
asuhan Promotor Prof, Dr Zudan Arif Fakrulloh 5.HOALH dan Co Promofor
Dr H Idham 5.H., M.Kn,

Discrtasi i dihampkan dopat menjawab permasalahan tentang tatacara
pengisian Jabatan Struktural vang lowong secar terbuka di instansi Pemerintahan
yvang mentjuk kepada PERMEN RBE No.13 tahun 20014, Jika merujuk terhadap
aturan hukum vang sudah ada tersebut, proses pengisian Jabatan Pimpinan Tingei
(JPT) Pratoma rawan dan rentan untuk menjadi sengketa hukum, hal me
dischabkan ketika melaksamkan pencrapan sistem hukum sudah tidak benar serin
bertentangan dengan parmeter yang sudah diatur dengan tegas melalui Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 20012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan,

Proses pelaksanoa promosi terbuka fopen bidding) menurat UL No 52014
tentang ASM khususnyn Penpgision Jabaton Pimpinon Tingzi (JPT) Protama
scharusnya mersjuk  kepada Peraturan Pemerintah, Namun Kementerian
Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia mengambil
kebijakan khususnya mengeluarkan Peraturan Menten schagai dasar scbuah
produk hukem dengan tingkatan yang lebih rendah, dikhawatirkan menimbulkan
permasalahan dalam  perspektif  pertanggungjawaban publik dan
pertanggungjawaban privat yang tidak mencerminkan perlindungan hukum
berbasis keadilon substantif.

Penclitian disertasi ini menggunakan jenis danfatau kualifikasi penclitian
hukum yang bersifat normatifl dan didukung dengan penelitian hukum yang
bersifat empiris. Beberapa teori vang dipakail dan menjadi batu uji vakni Teori
Organisasi, Teori Webbenian, Teori Kewenangan, Teon Negara Hukum, Teor
Birokrasi, Teerd Organ serta Hukum Responsif,

Temunn dan hasil penelittan disertasi i bahwa UU No 32014 tentang
ASN telah mengatur tegas komitmen dan kemauan untuk mewujudkan birokrasi
yvang berctika dan bermoral vang harus dilakukan sccara berkesinambungan,
namun dalam prakik ketatanegaraan ketika mengeluarkan suatu kebijakan antar
ouf in dan ewd come sebuah kebijakan mengalami cacat proses don bertentangan
dengan prinsip asas hukum administrasi Negara dan prinsip pembentukan produk
hukum. sehingga dikhawatirkan dopat terjadi senghketa Tata Usaha Negara
terhadap para pejabat yang diangkat dan ditunjuk untuk menduduki jabatan
struktural tertentu  dalam rangka mengisi jabatan yang lowong  schingga
pengelolann dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan ontuk
mencapai tujuan benar sehingga terciptonya akuniabiltas vang baik dan sesuvai
dengan harapan masyarakat. Twak hanyd itu scbuah sistem Birokrmasi vang lincah
dan responsif juga disampaikan pada penclitian ini vang mana dimaksudkan agar
terlaksananya sebuah birokrasi yang berkualitas, berdaya guna serta mampu
menjawab tantangan perkembangan kebutuhan birokrasi,

Kata kunci: Reformasi Birokrasi yang transparan dan berkesinambungan.
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ABSTRACT

Filling Leadership Primary in the Perspective of Performance Accountability of
the State Civil Apparatus in Batam City Government, under the guidance and of
the Promoter of Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh SH, MH and Co Promoter Dr. H
fdlvam SH, M K.,

The dissertation is to answer the guestion en the procedure for filling the vacant
structural positions opealv in government agencies that refer to Ministerial
Decrees No 132004, If referving to the existing legal rifes, the process of post
fiigh leadership inside Hability is vafnerabie and to become a fegal dispure, this is
because when fmplementinge the application of the legal svstem {5 already
incorrect and comradicis parameters thet have been explicily regedared through
Constitution of No. 127200 2 concevning the Formation af Legislation.

The process of implementing apen bidding according to Constitution Ne, 572014
an bureancrar Governmenl, especially post high feadership inside liability showld
refer o Governmen! Regulotions, Bur the Ministry of Administrative Refornr and
Bureaucratic Reform  of Indonesia adopied o policy specifically  issuing
Ministerial Regulations as the basis for a product low with a lower level | 0t is
feared to cause problems in the perspective of public and privare iability that do
not reflect the protection of law based on suhstantive fustice

This dissertation research uses normative hpe or legal research gqualifications
and (v supported by empirical legal research. Some Heories are used and become
a touchstone namely COrpanizational Theoary, Webberian Theory, Theory of
Auwchority, Rule of Law, Bureaucratic Theory, Ovgan Theory and Responsive Law.

Findings from the results of this dissertation research to Constitution No. 52014
on hureauwcrar Government has jirmly set the commitment and willingness to
realize an ethical and moral bureaucracy that must be carvied out on an ongoing
basis, but in the pracrice of stafe administration wien issuing a poficy between
ouf-in and oni-come q policy has a process flaw and is comirary to the principles
af State administrative low and the principles of product formation law, se that
there is a concern that State Administration dispures will accwr with afficials
appointed and appointed to accupy ceriain structural positions in order 1o fill
vercgrind pm.'r'!‘i'ﬂr:.\.' g0 that the mEnere el aned contiod ql" rescnrces and the
implementaiion of policies o achicve trwe objectives so that good acconntability
is creared and in line with expecrations Public. Not only that, an agile and
responsive bureancratic system wax also conveyed i 0is research, which was
fntended fo fmplement a guality bureancracy that @5 efficient and capable of
responrding 1o the challenges of develaping bureaucralic needs

Kevwords: Bureancratic Reform that is transpavent and sustainable.,

Hi
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KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan vang baik ini sepantutnya promovendus menghaturkan
ucapan syukur Alhamduliliah kebadirat Allah Subhanawataala-Tuhan Yang Maha
Esa, atas scgala hmpahan rahmat dan hidayah-Nya, vang akhirnya promovendus
dapat menvelesaikan  penulisan Disertasi ini, berjudul yaitu PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA DALAM PERSPEKTIF
PERTANGGUNGIAWABAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
{ASN) DI PEMERINTAHAN KOTA BATAM. Discriasi ini guna mewujudkan
kualitas pelayanan publik vang paripurna denpan memegang teguh asas-asas
kepemerintahan yang baik good goverment and clean govenance serta yang harus
dilaksanakan oleh setiap pejabat birokrasi di dasrah guna memberikan pelayvanan
publik kepada seluruh lapisan masyarakat, Pada bagian akhir kata pengantar ini,
untuk selanjutnya promovendus menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-
dalamnya, terutama penulis tujukan kepada:

1. Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Borobudur (YPB) schagal
Penyelanggaran Universitas Borobudur; Bapak Prof. Dr. H. Basir Barthos
sclaku Rektor Universitas Borobudur, Dr. H. Mohammad Faisal Amir
selaku Direktur Pascasanana Universitas Brobudur yang juga telah banyak
membernkan masukan dan armhan kepada promovendus selama menulis
Disertasi ini;

2. Bapak Prof. Dr. H. Faisal Santiago, 3.H., M.M sclaku Ketua Program Studi
Program Pascasarjana Program Doktor llmu Hukum pada Universitas

Brobudur:
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3.  Bapak Prof. Dr. Zudan Arf Fakrulloh, SH., M.H, sebagai Promotor
ditengah kesibukan beliau dalam menjalankan tugas yang mulia untuk
kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Pejobat Negara
yakni Dirckiur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementenian
Dalam Megeri, bapak Dr. H. ldham, SH., M.Kn scbagai Dekan Fakulias
Hukum Universitas Batam yang dalam hal ini juga bertindak sebagai Co-
Promotor yang akan membimbing promovendus guna menuntaskan
penelitian disertasi ini;

4,  Buat (Alm) Ayahanda H. Usman Ismail serta (Almh) Ibunda Hj Wataniah,
Istri yang terkasih E.Arinda Chikita 5.H dan ananda tersayang Umar Khalif
Shakeel yang selalu menjadi penyemangat serta selalu mendoakan
promovendus

5. Ketua Umum Yayasan Griya Husada Batam Bapak DR H Rush Bintang,
Prof. Dr. Jemmy Rumengan S E. MM scbagai pengawas Yayasan Griya
Husada Batam, Ibunda Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH., M.Hum, yang
telah banyak membantu moriil maupun materiil dalam opaya melaksanakan
dan sekaligus menuntaskan perkuliahan;

Atas scgala kekurangan dan kesalahan promovendus dalam penyajian

disertasi dihaturkan maaf yang schesar-besarnya

Batam, Scptember 2019
Promovendus

EADLAN
NPM: 12730053
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Dacrah melalui daerah otonom untuk mengatur, mengurus serta
menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan
operan serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan
dacrahnya guna kepentingan masyarakal sctempat berdasarkan  aspirasi
masyarakat. H.A.W. Widjaja,' ketika menjclaskan bahwa dacrah otonom adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas dacrah tertentu, berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Lebih lanjut komentar Djohermansyah Djohan, bahwa Pemerintah
Dacrah, dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dckonsentrasi ke
sistem desentralisasi.® Scjalan dengan itu pula, dijelaskannya bahwa tujuan yang
hendak dicapar  dalam  penyerahan  urusan  im adalah  antara  lain:
menumbuhkembangkan dacrah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, menumbuhkan kemandinan daerah dan meningkatkan daya
saing dacrah dalam proses pertumbuhan. Dalam konteks itu juga dikatakannya,
dilakukan penyerahan urusan,

Urusan terscbut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan
melalui asas medebewind atau asas pembantuan. Proses dan sentralisasi ke

desentralisasi im1 pada dasarmnya tidak semata-mata desentralisasi administratif,

! Okh HAW. Widjaja, Qronomi Daerah dan Daerah Qtonomi. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2002, hal. 76.

‘Djohermansyah Djohan, Eveluasi Kabijakan Cronomi Daerah Tahun 1999, makalah,
tanpa penerbit, Jakarta, 2003, hal. 1.
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